
GUBERNURLAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: G/ Pl/B.v/HK/2014 

TENTANG
 

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS
 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN
 
BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG
 

MENGU,JI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PKJABAT SPM),
 
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAnJA
 

NEGARA (APBN)/TUGAS PEMBANTUAN PADA RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK
 
PROVINS1 LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014
 

GUBERNURLAMPUNG,
 

Membaea	 Surat Direktur Uiarna RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 
Lampung Nomor : 050/3870.0./1.1 /lX/20 I 4 tanggal 8 September 
2014 perihaI Pengelola Kegiatan APBN TP TA. 2014; 

Menimbang a.	 bahwa da1am rangka tertib administrasi, kelancaran 
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bcrsurnber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Tugas 
Pernbantuan Tahun Anggaran 2014 pada RSUD Dr. H. Abdul 
Moeloek Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pcmbuat 
Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan 
menandatangani Surat Perintah Mernbayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)/Tugas Pembanruan yang bertanggungjawab baik 
dari segi Ii sik maupun efisiensi dan efektivitas kcgialan 
dirnaksud sesuai denga n Dokumen Isian Pclaksunaan 
Anggaran (DlPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kcrncn tcrian 
Negaray Lernbaga (RKA-KL) yang bersangkutan; 

b.	 bahwa Peja bat yPegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat / 
Golongan, dan NIP sebagaimana tercan turn dalam Lampiran 
Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk 
ditunjuk / diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat 
yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabar Pembuat Komitmen), 
Pejabat yang berwe nang menguji dan mcnandaiangan: Surat 
Perin ta h Membayar (Pejabat SPM), dan Bendaharu Pcngduaran 
Ariggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas 
Pembantuan Tahun Anggaran 2014; 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b 
tersebut di alas, agar pelaksanaannya dapa t bcrjalan tertib, 
perlu menunjuk/ mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, 
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Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), 
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani 
Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bcndahara 
Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)/Tugas Pembantuan pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek 
Provin si Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan 
Gubernur Lampung; 

1.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan 
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 

S.	 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten tang Tata Cara 
Pelaksariaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diu bah bcbcrapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 
Tahun 2013; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKKAN KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN 
TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN 
BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG 
BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH 
MEMBAYAR (PE,JABAT SPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) / TUGAS 
PEMBANTUAN PADA RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI 
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014. 

Menunjuk Pejabat /Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan 
pangkat sebagairnana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 
8, dan kolorn 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas meiakukan tindakan yang mengakibatkan perigcluaran 
Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitrnen), Pejabat yang 
berwenang rnenguji dan menandatangani Surat Perintah 
Mernbayar [Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dengan nama 
prograrnj kegiatan sebagaimana tercantum dalarn kolom 4 
Lampiran Keputusan ini. 

Kuasa Pengguna Anggaran mcmpunya: tugas, kewajiban dan 
wewenang sebagai berikut: 

a. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas 
pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan 
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KETlGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Ookumen Isian Pclaksanaan Anggaran (OlPAJ, Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (RKA-KL) yang 
bersangkutan; 

b. bertanggungjawab atas penyelesaian kcgiatan tepat pada 
waktunya; 

c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling 
lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengcluaran
pcngeluaran kegiatan pada bulan yang laIu; 

d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada 
tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang 
lalu; 

e. menyampaikan laporan triwulan selambat-Iambatnya 1 (satu) 
bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; 

f.	 mengadakan perneriksaan kas Bendaharawan kcgiatan yang 
dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 
bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Perneriksaan Kas; 

g. wajib mengadakan pernbukuanj pencatatan secara tertib dan 
teratur sehingga setiap saat dapa t diketahui: 

1.	 bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melarnpaui batas 
anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis 
pengeluaran; 

2.	 jumlah uangj dana yang rnasih tersedia: 
3.	 keadaanj perkcmbangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangan; dan 
4.	 perbandingan an tara rencana kegiatan dengan pelaksanaan. 

h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan 
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrakj 
spesifikasi teknis; 

1.	 membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kcgiatan 
dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional 
selarnbat-Iambatnya 1 (satu) bulan setelah kcgiatan selcsai dan 
1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan 

J.	 mernbuat Berita Acara serah terima kegiatan kcpada Biro 
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan 
aset Pemerintah Oaerah. 

Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan 
yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat 
Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP). 

Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM) mcm puny.n tugas dan 
kewajiban melakukan pengujian dan perintah pcmbayaran dan 
bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 

Bcndahara Pengeluaran mcmpunyai tugas rnelak sanakan 
kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, 
menyimpan, rnenyerahkan, rnenatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara pada Satuan Kerja ser ta: 

a.	 wajib menyelenggarakan ta ta pembukuan secara tertib dan 
teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik 



- 4	 

KEENAM 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

Indonesia Nornor 162/ PMK.05 / 2013 tentang Kedudukan dan 
Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola 
Anggaran Peridapatan dan Belanja Negara; 

b.	 bertanggungjawab atas isi dan keselarnatan kas; 

c.	 menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan 
Program (LKKP) paling larnbat tanggal 10 (sepuluh) setciah 
penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan 

d.	 mcnyelcnggarakan pencatatan secara tertib dan te ratur sehingga 
setiap saat dapat diketanui: 

1.	 bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji 
dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran 
yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran; 

2.	 jumlah uang/dana yang masih tersedia; 
3.	 keadaan y perkernbangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangan; dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan 

kegiatan. 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, 
kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan 
kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan 
Petunjuk Operasional yang dikeluarkan olen unit-unit / bagian 
yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan 
pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan 
pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya. 

Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan 
Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengcluaran 
Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang 
berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar 
(Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan pada RSUD Dr. H. 
Abdul Moeloek Provinsi Lampung Ta hun Anggaran 2014, yang 
ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi 
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Mernbayar [pejabat 
SPMj, dan Bendahara Pengeluaran, yang tercantum dalam 
Dokumen Isiari Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai 
dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang 
dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang rnerigakibatkan pengeluaran 
Anggaran Belanja (Pejabat Pernbuat Komitmen), Pejabat yang 
berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar 
(Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran, adalah nama 
sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini. 



KESEMBILAN KepuLusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2014 
sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketcnt.uan apabila di 
kernudian hari ternyatn terdapaL kekeliruan dalam Keputusan ini 
akan diadakar: pernbetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukhdung 
pada tanggal 6 - I~ r- 2c rq 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. R 

Te mbu san: 

1.	 Kc rua BPI< RJ di Jakarta; 
2.	 Men te r-i Dalam Neger: Rf di .Iaka r-ta ; 
3.	 Mcnreri Kcuangar- Rf di .Jakarta: 
4.	 Kepula Kantor BPK RI Perwakilan Lampung eli Banda- Lampung: 
5.	 Kopala Kantor Wilayah VII Oitjen Perbendaharaan (PBN)
 

Provinsi Lampung eli Bandar Lampung;
 
6.	 Inspektur Provinsi Lampung eli Bartdar Lampu ng ; 
7.	 Kepala Bappeda Provin si Lampung eliTelukbetung; 
8.	 Kepala Biro Kcuungun Setdap rov Larnpung di Telu k betu ng; 
9. Kepa In Biro Hukum Setdaprov Lampung eliTelu kbe tung; 
l O Kepn 18 Kantor Pajak Pratama Tanjungku r ang eli Ba ndar Lampung; 
L1. Kepala KPPN Cabang Bandar Lernpung eli Ba ndar Lampung; 
12.	 Direktur Ut8.m<J. PT Bank Lampung di Telukbetung. 

Research
Rectangle
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LAMPIR/\N	 KEPUTLISAN GLiBERNUR LAMPUNG 
NOMOR . GI Yl1l3V/HK12014 
TANGGAL (; - (0 - 2014----_..--------_.. _---

DAFTAR NAM,-\ - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAl KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
 
YANG Bf,RTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIGATKAN PENGELLIARAN ANGGARAN BELANJA
 

(P[IABAT PEMBUAT KOMITMEN). PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT
 
PERINTAII MEMI3AYAR (PEJA13AT SPM), BENDAIIA RA PENGELUARAN ANGGARAN I'ENDAPATAN DAN
 

BELANJA NEGARA (APBN) 1 TUGAS PUvIGANTUAN PADA RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK
 
PROVINSI LAMPUNG TAI1UN ANGGARAN 2014
 

r----  ~ ---.SUR,\ T ~ .-------T ~ I'EJABAT YANG 
I'e,\,\ 13 AT PEM llUA1 peNGI:SAHAN I MATA I3ERWENANC, Mr'NGUJl 13I:NIlA![ARAKU,\SA PENGGUNA -1'I NO. f);\I-T<\R [SIAN ANGGARAN I

1 

PROGRAM I DANA (Rpi KOMITMEN 
I,	 I KETI:RANGANDAN MFN.<\NDA PI:NGELUi\fZANANGGARANPI:LAKSANAAN I	 KEG[ATAN TANG;\N 1 SPM

ANGGARAN I II 

5 6 102 3 4 

(024) RSUD Ilr. H. SI'DlP/\I. 5.267.000.000'-1 
(04) Abdul Mocloek024.0-l-.4.1 :20081/2 
( 12) Provinsi Lampung 014 

1
(llOORl)03-0c)-20 1-1

I 
--t SI' 1l1I';\ 02·\04.07 -hst'iJIk~

1024.04.41200~1!2 
014 

I
 OJ-OlJ-10 14 

I 
~ 
I 

I 1 1 I Sl'llII',\ 
I 02-l-.()-l-.-l-.12110H 1/1 

"11:1\';1 I 5.267.00U.(J()().- Drs. Cuilivur. Mid 
195610081982[2 [OOl 

I 
1 

Joke Susilo. SKM 
NIP. JlJ79083110U7011 011 

014 Pcnata Muda (Lll/a) 

03-09-101-1 

I Abdul Moe.lock 
Provinsi Larnpung 

RSUD Dr. II. 
Abdul Mociock 
Provinsi Lampuug 

GUBERNlJR l,AMPUNG, 

M.R"~DO
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